PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 15 TAHUN 1960
TENTANG
CRGAN SAS  PENYELENGGARAAN PEVBANGUNAN VASYARAKAT DESA

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa perlu segera dil aksanakan Penbangunan Masyarakat Desa secara
masal dan integral dengan nenberi kan dorongan dan bi nbi ngan kepada
swadaya nmasyarakat desa untuk nenuju kepada tersel enggaranya
nmasyar akat adi | dan nmaknur yaitu nasyarakat sosialis ala |Indonesia,

b. bahwa nengi ngat urgensi nya perlu di ut amakan penbangunan yang sei nbang
di bi dang sosi al - ekonom dal am nasyar akat desa;
C. bahwa usaha- usaha berbagai - bagai Departenen yang penting artinya bagi

penyel enggar aan penbangunan nasyarakat desa perlu dikoordinir
sebai k-bai knya dengan dijiwai ol eh sistim denokrasi terpinpin
serta senangat Undang-undang Dasar 1945; d.bahwa organi sasi
penyel enggaraan Penbangunan Masyarakat Desa perlu di sesuai kan
dengan tugas dan kedudukan Departenen Transmgrasi, Koperasi
dan Penbangunan Masyarakat Desa serta tugas dan kedudukan
Kepala Daerah dalam sistim Penerintah Negara Republik
| ndonesi a;
e. bahwa, ber hubung dengan itu Peraturan Penerintah No, 2, 27 dan 66
tahun 1957 ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu
di cabut serta di kel uarkan Peraturan yang bar u.

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar;

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 yang
di senpur nakan;

4, Keput usan Presiden Republik Indonesia No. 153 dan No. 154 tahun 1959
dan No. 21 tahun 1960;

Mendengar
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 22 Juli 1960;
Menut uskan:
Mencabut :
1. Peraturan Penerintah No. 2 tahun 1957, Lenbaran-Negara tahun
1957 No. 8;
2. Peraturan Penerintah No. 27 tahun 1957, Lenbaran-Negara tahun
1957 No. 69;
3. Peraturan Penerintah No. 66 tahun 1957, Lenbaran-Negara tahun
1957 No. 173;
. Menet apkan.

Peraturan Presiden tentang Qganisasi Penyel enggaraan Penbangunan
Masyar akat Desa, sebagai beri kut:

BAB |
UMM



Pasal 1

Tujuan pokok dari penyel enggaraan Penbangunan Masyarakat Desa ialah
terutama penbangunan yang seinbang dibidang sosial -ekonom  untuk
nenpertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan nenperbesar produksi dan
pendapat an dengan swadaya nasyarakat desa, sesuai dengan azas kekel uargaan
dan berpedonan kepada Manifesto Politik Republik Indonesia, secara nasal
dan integral .

Pasal 2

Pada dasarnya pengawasan dan penbi naan penyel enggaraan Penbangunan
Masyarakat Desa terutana di serahkan kepada Kepal a Daerah dengan di bantu
secara |angsung ol eh ro Penbangunan Masyarakat Desa Departenen
Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan Masyarakat Desa.

Pasal 3

(1) Utuk nelaksanakan Penbangunan Masyarakat Desa secara nmasal dan
integral di adakan Badan-badan Koordi nasi Penbangunan Masyarakat Desa
dipel bagai taraf Penerintahan dari pusat sanpai kedaerah-daerah
dengan tugas:

a. secara aktif nenberikan dorongan, binbi ngan dan asuhan kepada
swadaya sehat dan unsur-unsur pendidikan dari nasyarakat desa
untuk nencapai tujuan pokok Penbangunan Msyarakat Desa
tercantumdal ampasal 1 diatas;

b. nengadakan/ nenyel enggar akan koor di nasi antara semua usaha- usaha
depar t enen- depar t enen/ j anat an- j awat an dan badan- badan
Penerintah |ainnya yang nenpunyai kewajiban |angsung dengan
usaha Penbangunan Masyar akat Desa;

C. nengatur bantuan nateri, bantuan teknis dari badan-badan
Perneri ntah dan bant uan-bant uan | ai nnya sehingga terdapat suatu
bantuan yang bul at dan bernmanfaat untuk Penbangunan Masyar akat

Desa;

d. nengadakan usaha-usaha untuk nenunbuhkan dan nenbi nbi ng
or gani sasi - or gani sasi kenasyar akat an desa yang bernanfaat bagi
penyel enggar aan Penbangunan Masyar akat Desa serta

nenyel enggar akan koordi nasi dan nenyal urkan Kkegi at an-kegi at an
badan kenasyarakatan yang bergerak dal am | apangan Penbangunan
Masyar akat Desa dengan nengi ngat azas nusyawar ah;

e. nengadakan kerjasana seerat-eratnya dengan senua |api san
nmasyarakat yang progresif, baik yang tergabung dalam suatu
organi sasi nmaupun tenaga-tenaga yang nenpunyai keahlian dan
yang berpengaruh dal am nasyarakat” sehingga tercapai sifat
got ong-royong dan kekel uar gaan.

(2) Dtaraf pusat diadakan Dewan Penasehat Penbangunan Masyarakat Desa
dengan tugas nenberi nasehat kepada Badan Koordinasi ditaraf pusat
sebagai di maksud dal am pasal 3 ayat (1), karena di mnta ataupun tidak
di mnta.

BAB | |
CRGAN SAS

Bagi an |



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Susunan Taraf Pusat

Pasal 4
Dewan Penasehat Penbangunan Masyarakat Desa terdiri atas:
a. Menteri Pertana sebagai Ket ua.
b. Menteri Dal am Negeri dan G onom Daerah sebagai anggot a.
C. Ment eri Penbangunan sebagai anggot a.

Badan Koordi nasi Penbangunan Masyarakat Desa taraf pusat disingkat

BKP.MD Pusat terdiri atas:

a. Menteri Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan Masyarakat Desa
sebagai Ket ua nerangkap anggot a.

b. Vékil dari Departenen Dal am Negeri dan G onom Daerah sebagai
Wéki | Ketua | nerangkap anggot a.

C. Wkil dari Penguasa Perang Tertinggi sebagai Veékil Ketua 11
ner angkap anggot a.

d. Véki| dari Departenen Pengerahan Tenaga Rakyat sebagai anggot a.

e. Vékil dari Departenen Pertani an sebagai anggot a.

f. Veékil dari Departenen Perindustrian Rakyat sebagai anggot a.

g. Veékil dari Departenen Agraria sebagai anggot a.

h. Véki| dari Departenen Perdagangan sebagai anggot a.

i Véki| dari Departenen. Penerangan sebagai anggot a.

] . Vékil dari Departenen Pendidi kan, Pengajaran dan Kebudayaan
sebagai anggot a.

k. Veéki|l dari Departenen Sosial sebagai anggot a.

l. Veéki| dari Departenen Kesehatan sebagai anggot a.

m Vékil dari Departenen Pekerjaan Uwm dan Tenaga sebagai
anggot a.

n. Veéki| dari Departenen Agana sebagai anggot a.

0. Véki|l dari Departenen U usan \Veteraan sebagai anggot a.

p. Wéki| dari Lenbaga Pendi di kan/ Perbankan serta badan-badan |ain

yang nenpunyai hubungan | angsung dengan Penbangunan Masyar akat
Desa atas usul Menteri Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan
Masyar akat Desa sebagai anggot a.
Kepal a B ro Penbangunan Masyarakat Desa dari Departenen Transm grasi,
Koperasi dan Penbangunan Masyarakat Desa adal ah Sekretaris nerangkap
anggota B K P.MD Pusat.

Pasal 5

BKP.MD Pusat nenyel enggarakan kerjasama antara Departenen-
depar t enen/ anggot a- anggot a unt uk nenent ukan kebi j aksanaan pel aksanaan
unum dan nenyusun rencana pel aksanaan taraf nasional dal am soal
Penbangunan Masyarakat Desa serta nenentukan pedoman-pedonan dasar
dal am segala hal yang nengenai pel aksanaan penbangunan mnasyar akat
desa.

ro Penbangunan Masyarakat Desa dari Departenen Transmgrasi,

Koper asi dan Penbangunan Masyar akat Desa  nenyel enggar akan
admni strasi pel aksanaan keput usan-keputusan B KP. MD Pusat dan
nengat ur peker | aan sehari - hari serta koor di nasi di bi dang

adm ni strasi .

Bagi an 11
Susunan Taraf Daerah tingkat |/Daerah yang seti ngkat



Pasal 6

Badan Koordi nasi Penbangunan Masyarakat Desa Daerah tingkat 1, disingkat

BKP.MD Daerah tingkat | terdiri atas :

a. Kepal a Daerah tingkat | untuk daerah yang bersangkutan adal ah Ketua
ner angkap anggot a.

b Wki | dari Penguasa Perang adal ah Wki| Ketua nerangkap anggot a.

C Anggot a-anggota dari B K P.MD Daerah tingkat | adal ah Kepal a- kepal a

Jawat an/ | nst ansi - i nst ansi pada taraf Daerah tingkat | dari
Depart enen- departenen sebagai di naksud dal am pasal 4, serta para
Residen dilingkungan Deerah tingkat | dan wekil dari Instansi-

i nst ansi / Badan- badan di | i ngkungan Daeerah tingkat | atas usul Kepal a
Daerah tingkat |I.

d. Vékil dari Jawatan Koperasi/Departemen Transmgrasi, Koperasi dan
Penbangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris nerangkap anggota
B KP.MD Daerah tingkat I.

Pasal 7
BKP.MD Daerah tingkat |, nelaksanakan kebijaksanaan B.K P.MD Pusat
dan nmenyusun rencana pel aksanaan pada taraf Daerah tingkat I.
Bagian |11
Susunan Taraf Daerah tingkat |1
Pasal 8

Badan Koordi nasi Penbangunan Masyarakat Desa Daerah tingkat 11, disingkat

BKP.MD Daerah tingkat Il, terdiri atas :

a. Kepal a Daerah tingkat |1 untuk daerah yang bersangkutan adal ah Ketua
ner angkap anggot a.

b Véki | Penbant u Penguasa Perang adal ah Vékil Ket ua.

C Anggota-anggota dari B.KP.MD Daerah tingkat 1l adalah Kepal a-
kepala Jawatan/D nas/Instansi pada taraf Daerah tingkat 11 dari
Depart enen- departenen sebagai di naksud dal am pasal 4. serta para
Vedana di dal am |i ngkungan Daerah tingkat Il dan wakil dari |nstansi-
i nst ansi / Badan- badan di | i ngkungan Daerah tingkat 11 atas usul Kepal a
Daerah tingkat I1.

d. Vékil dari Jawatan Koperasi/Departemen Transmgrasi, Koperasi dan

Penbangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris nerangkap anggota
B KP.MD Daerah-tingkat 11.

Pasal 9
Daerah tingkat Il nelaksanakan instruksi-instruksi dari
Daerah tingkat | dan nenyusun rencana kerja pada taraf Daerah
Bagian 1V
Susunan Taraf Daerah Kecanatan

Pasal 10



Badan Koordi nasi Penbangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan, disingkat
B.K P.MD Daerah Kecanatan terdiri atas:
a.
b

o

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Camat dari daerah yang bersangkut an adal ah Ket ua nerangkap anggot a.
Wéki | Penbant u Penguasa Perang Kecanatan adal ah Vékil Ketua nerangkap
anggot a.

Anggot a-anggota dari B KP.MD Daerah Kecamatan adalah Kepal a-
kepal a/Instansi-instansi yang ada pada taraf Kecamatan dari
Depar t enen- depart enen sebagai di naksud dal am pasal 4, dan/atau waki |
Badan- badan/ | nst ansi - i nst ansi di dal am nmasyar akat atas usul Canat.

Kom sari s Penbangunan Masyarakat Desa untuk daerah yang ber sangkut an
adal ah Sekretaris nerangkap anggota B.K P.MD Daerah Kecanat an.

Pasal 11

B.KP.MD Daerah Kecamatan nel aksanakan program Penbangunan
Masyarakat Desa sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari B KP.MD
Daerah tingkat I1.

Untuk nenbantu B.K P.MD Daerah Kecanmatan secara | angsung dan aktip
dan nenbantu pekerjaan koordinasi teknis sehari-hari di adakan
Kom sari s Penbangunan Masyarakat Desa Daerah Kecanat an.

Kom sari s Penbangunan Masyarakat Desa Daerah Kecamatan di angkat dan
di berhentikan oleh Menteri Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan
Masyar akat Desa.

Pasal 12

Pada dasarnya tanggung-j awab nengenai pel aksanaan program Penbangunan
Masyar akat Desa didesa di serahkan kepada Kepal a Desa dengan di bantu
secara langsung dan aktip ol eh orang-orang yang nenpunyai mnat dan
pengar uh dal am soal Penbangunan Masyarakat Desa yang di angkat ol eh
Canat atas usul nusyawar ah desa.

Kepal a Desa dengan penbant u- penbant unya sebagai di - naksud dal am ayat
(1) nerupakan Badan Pel aksana Penbangunan Masyarakat Deda, di si ngkat
B.P.P.MD

BAB I |
SUMBER SUMBER PEMBI AYAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Pasal 13

aya untuk nel aksanakan Penbangunan Masyarakat Desa di usahakan dari

a swadaya nmasyar akat ;

b. keuangan Penerint ah Daer ah/ Desa;
C bant uan Penerintah Pusat;

d. bant uan- bant uan | ai nnya.

Ket ent uan-ketentuan |ebih |anjut nengenai cara nengusahakan sunber -
sunber penbi ayaan tersebut dalam ayat (1) diatur oleh BKP.MD
Pusat .

BAB IV
HAL- HAL LAIN



Pasal 14

(1) Dal amnenj al ankan tugasnya pi npi nan Koor di nasi Penbangunan Masyar akat
Desa supaya nenperhatikan unsur-unsur nusyawarah yang sehat yang
tidak nenghanbat kel ancaran penyel enggaraan Penbangunan Masyar akat
Desa.

(2) Penbentukan B . KP.MD tingkat Pusat diatur dengan Keputusan
Presi den/ Perdana Menteri Republ i k | ndonesi a.

(3 a Penbentukan B.K P.MD Daerah tingkat | dilakukan dengan

Keputusan Menteri Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan
Masyar akat Desa.

b. Penbentukan B.K P.M D Daerah tingkat |1 dilakukan ol en Kepal a
Daerah tingkat | atas nana Menteri Transmgrasi, Koperasi dan
Penbangunan Masyar akat Desa.

C. Penbentukan B.K P.MD Daerah Kecanatan dil akukan ol eh Kepal a
Daerah tingkat Il atas nama Kepal a Daerah tingkat 1.

d. Penbentukan B.K P.MD. dilakukan oleh Camat atas nana Kepal a
Daerah tingkat I1.

(4 Mengenai daerah-daerah yang kedudukan/tingkatannya tidak dapat
di sesuai kan dengan kedudukan/ti ngkatan daerah sebagai tersebut dal am
Peraturan Presiden ini, akan diatur lebih lanjut oleh B KP.MD
Pusat .

(5 Komsaris adalah tenaga yang cukup nenpunyai pengal anan dan
pendi di kan dal am hal Penbangunan Masyar akat Desa.

(6) BKP.MD Pusat dapat nengusul kan kepada Menteri Transmgrasi,
Koperasi dan Penbangunan Masyarakat Desa, agar daerah-daerah tertentu
dij adi kan daerah percobaan/ penyel i di kan, yang penbi naannya nenjadi
tanggung-j anab dari ro Penbangunan Masyarakat Desa Departenen
Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan Masyarakat Desa.

(7 BKP.MD Pusat nenyanpai kan |aporan tahunan kepada Penerintah
t ent ang penyel enggar aan program Penbangunan Masyar akat Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 15
Sfat, bentuk dan susunan Daerah Kerja yang di bent uk berdasarkan Peraturan
Penerintah No. 2 tahun 1957 oleh B K P.MD Pusat disesuai kan dengan sifat,
bentuk dan susunan Daerah Kecamatan nenurut Kketentuan-ketentuan dal am
Peraturan Presiden ini dal amwaktu sel ekas nungki n.

BAB M
PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, menerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta



pada tanggal 28 Juli 1960
Presi den Republ i k | ndonesi a,

Tt d.
SCEKARNO
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1960
Ment eri  Kehaki nan,
Tt d.
SAHARDIO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. | 5 TAHLN 1960
t ent ang

CRGAN SAS PENYELENGGARAAN PEVBANGUNAN VASYARAKAT DESA
UMM

Cal am newuj udkan nasyarakat sosialis a la Indonesia, salah satu jalan
penting yang harus ditenpuh oleh Penerintah ialah nenai kkan taraf hidup
rakyat secara nerata, dengan nenpertinggi produksi, pendapatan dengan
swadaya nasyar akat desa.

Mengi ngat bahwa sebagian besar dari penduduk |ndonesia hidup
di desa-desa, serta nengi ngat bahwa nasyarakat desa tel ah nenganbil peranan
yang sangat besar dalam revolusi kenerdekaan bangsa |ndonesia, dengan
segal a pengor banan- pengor banan dan jasa-jasanya, naka Penerintah wajib
nenaruh perhatian penuh terhadap Penbangunan Masyarakat Desa, dan
Penbangunan Masyarakat Desa itu harus disel enggarakan untuk sel uruh
nasyar akat desa secara masal dan integral.

Masal berarti bahwa Penbangunan Masyarakat Desa di sel enggarakan
diselurun Indonesia. Integral berarti Penbangunan Msyarakat Desa itu
nel i puti segal a segi kehi dupan nmasyar akat desa, bai k kehi dupan kej asnani an
nmaupun ker okhani an.

Mengi ngat urgensi nya, pada taraf perkenbangan dewasa ini titik berat
penbangunan nasyarakat desa harus diletakkan pada penbangunan di bi dang
sosi al ekonom, yakni penbangunan nmateriil yang dituj ukan untuk nenper besar
kenmaknuran rakyat secara nerata, yang disel enggarakan secara seinbang
sehingga neliputi segal a segi kehi dupan ekonom mnasyarakat desa.

Pada dasarnya penyel enggaraan Penbangunan Masyarakat Desa ditekan
kepada swadaya sehat masyarakat desa, dan Penerintah nemupuk serta
nenbi nbing swadaya rakyat dengan berbagai usaha dan bant uan- bant uan.
Sunber - sunber potensi nasyarakat desa, bai k berupa kekayaan al am naupun
tenaga kerja rakyat harus di kerahkan secara gotong royong berdasarkan atas
azas kekel uar gaan.

Sesuai dengan dasar susunan perekonoman vyang tercantum dalam
Undang- undang Dasar 1945 pasal 33, organisasi penyel enggaraan perekonom an
desa adal ah koperasi. Dengan demkian tiap-tiap kenai kan produksi dan
pendapat an rakyat nenj amn penbagi an yang rata.

Berbagai usaha dari instansi-instansi Penerintah yang bergerak dal am



Penbangunan Masyarakat Desa harus dikoordinir sebaik-bai knya, sehingga
terdapat kerja-sana dan tercapai dayaguna yang sebesar - besar nya.

Koor di nasi / kerj a-sama antara instansi-instansi Penerintah terse- but
di sel enggarakan dari taraf pusat sanpai kedaerah-daerah dan desa-desa,
dengan Kepal a-kepal a Daerah/Desa yang bersangkutan nenjadi pusat dan

pi npi nan koor di nasi / ker j a- sananya. | ni tidak berarti bahwa
j anat an-j awat an/i nstansi -i nstansi  tersebut akan kehilangan garis-garis
hi erarchienya rmaupun kew bawaannya; j anat an- j awat an/ i nst ansi - i nst ansi
tersebut tetap bekerja dal am bi dangnya nasi ng- nasi ng.

Unt uk nel ancar kan koor di nasi / ker | a- sana antara
] awnat an- j awat an/ i nst ansi -i nst ansi t er sebut perlu di sel enggar akan

admi strasi yang teratur dengan pertanggungan-jawab yang jelas. Tugas
penyel enggaraan admnistrasi ini dibebankan pada Departenen Transm grasi,
Koperasi dan Penbangunan Masyarakat Desa c.q. ro Penbangunan Masyar akat
Desa.

Dengan terbent uknya Departemen Transmgrasi Koperasi dan Penbangunan
Masyarakat Desa, mnaka organi sasi penyel enggaraan penbangunan mnasyar akat
desa yang di atur dengan Peraturan Penerintah No. 2 tahun 1957 perlu di ubah
dan di sesuai kan dengan si stim penerintahan Kabi net Kerja dan Uhdang- undang
Dasar 1945. Ber hubung dengan itu nmaka Peraturan Penerintah No. 2, 27 dan 66
tahun 1957 sudah tidak sesuai |agi dengan keadaan dan perl u di cabut.

Pasal 1

Dengan adanya ketentuan ini, tidak berarti bahwa penbangunan di bi dang
lain dikesanpi ngkan msal nya: kerochani an, keaganaan, pendidikan dan
kebudayaan. Sebagai mana tel ah di sebut kan dal am penj el asan unum naka dal am
pasal ini dapat di baca pul a bahwa pada dasarnya penyel enggar aan Penbangunan
Masyar akat Desa dit ekankan pada swadaya sehat dal am nasyar akat desa.

QO gani sasi nya di sesuai kan dengan ketentuan sebagai di naksud dal am
pasal 33 Uhdang-undang Dasar, ial ah koperasi.

Pasal 2

Ket ent uan i ni nenunj ukkan peranan dari Kepal a- kepal a Daer ah dal am hal
Penbangunan Masyarakat Desa, hal mana sesuai pula dengan kedudukannya
di dal am rangka Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959. Agar tugas kewgjiban
tersebut dapat terlaksana dengan sebai k-bai knya nereka dibantu secara
| angsung ol eh ro Penbangunan Masyarakat Desa Departenen Transmgrasi,
Koperasi dan Penbangunan Masyar akat Desa.

Pasal 3

Ayat 1. Dalamayat ini disebutkan pokok-pokok tugas dari Badan-badan
Koor di nasi Penbangunan Masyarakat Desa pada unurmya dari taraf Penerintahan
Pusat sanpai  kedaerah-daerah/desa, sebagai telah disinggung dal am
penj el asan unum
ad a: nenunj ukkan sekali lagi, bahwa pada dasarnya usaha
Penbangunan Masyarakat Desa ini harus keluar dari swadaya
nasyarakat desa sendiri: dan fihak Penerintah pada pokoknya
hanya nenberi kan dor ongan, bi nbi ngan, asuhan dan sebagai nya.
ad b: Qukup | el as.
ad c: Maksudnya ial ah agar penggunaan dari segala nacam bant uan
itu dapat diatur sedemkian rupa, sehingga penyel enggaraan



Penbangunan Masyarakat Desa dapat nmencapai hasil yang
sebesar - besar nya.
ad d dan c: Qukup j el as.
Ayat 2: Dengan di adakannya Dewan Penasehat ini di harapkan agar Badan
Koordi nasi taraf Pusat tersebut nenperol eh kew bawaan yang secukupnya dan
dapat nenj al ankan tugasnya sebai k- bai knya.

Pasal 4
Ayat 1: Qukup | el as.
Ayat 2: Yang dinmaksud dalam ayat ini dengan: Vékil Men-
teri/Penguasa Perang Tertinggi, ialah seorang pejabat/pegawai yang ol eh

Menteri yang bersangkutan/ Peperti ditunjuk untuk duduk dalam B.KP.MD
Pusat sebagai waki | nya.

Ayat 3: Ketentuan ini diadakan berdasarkan atas pertinbangan
praktis, satu dan | ai n nmenanbah- nanbah kel ancaran dan efficiency kerj a.

Pasal 5.

Ayat 1: BKP.MD Pusat dalam nenyel enggarakan kerja- sana
antara anggot a- anggot anya berusaha nenperol eh keputusan- keputusan yang
nengi kat dan diikuti ol eh instansi-instansi dari anggot a- anggot anya.

Ayat 2: Ketentuan ini nenunj ukkan  bahwa ro Penbangunan
Masyarakat Desa Departenen Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan
Masyarakat Desa tidak akan canpur tangan dal am bi dang wewenang teknis
penyel enggar aan dari depart enen- depart enen nasi ng- nasi ng

Pasal 6

ad a: Qukup j el as.

ad b: Qukup j el as.

ad c: Dengan adanya ketentuan ini di nungki nkan dikut-serta-kannya
m sal nya Kepal a Bagi an Desa dari Kantor Qubernur, satu dan |ain atas dasar
pengal anan.

ad d: Ketentuan ini bersifat senentara. Yang penting ial ah bahwa atas
perti nbangan- perti nbangan praktis tugas tersebut di bebankan kepada seorang
pegawai / pej abat dari Departenen Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan
Masyar akat Desa. Dal amwaktu yang akan dat ang nungki n akan di adakan seor ang
pej abat yang khusus unt uk itu.

Pasal 7
Qukup | el as.
Pasal 8

ad a: Qukup j el as.

ad b: Qukup j el as.

ad c: Dalam ketentuan ini di beri kan kemungkinan pula untuk
nengi kut - sertakan seorang wakil dari instansi lain, jika hal yang dem ki an
itu dianggap perl u.

ad d: CGonf orm penj el asan pada pasal 6 ad d.

Pasal 9



Qukup | el as.
Pasal 10

Daerah Kecanatan adal ah Daerah dinana penbangunan nasyarakat desa
di kerjakan (operational area). B KP.MD Daerah Kecanatan benar-benar
ner upakan Badan yang nengkoor di ni r pel aksanaan penbangunan nasyar akat desa.

ad a: Qukup j el as.

ad b: Qukup j el as.

ad c: Yang dinaksud dengan wakil dari Badan/badan/Instansi-instansi
disini ialah yang nenpunyai perhatian terhadap usaha penbangunan nasyar akat

desa dan bukanl ah orang-orang yang newakili suatu aliran/politik dalam
nasyar akat .
ad d: Qukup j el as.

Pasal 11
Qukup | el as.

Pasal 12
Qukup | el as.

Pasal 13
Qukup | el as.

Pasal 14
Qukup | el as.

Pasal 15 dan 16

Qukup | el as.
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